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PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Bitg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Bitung  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan

penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Barangka, 04 April 1979, agama

Islam,  pekerjaan  Nelayan,  pendidikan  SD,

tempat  kediaman  di  RT  002,  RW  004,

Linkungan  IV,  Kelurahan  Girian  Bawah,

Kecamatan  Girian,  Kota  Bitung,  sebagai

Pemohon I;

Pemohon II,  tempat dan tanggal lahir Bau Bau, 14 Desember 1996,

agama  Islam,  pekerjaan  Mengurus  Rumah

Tangga,  pendidikan  Belum  Sekolah,  tempat

kediaman di  RT 002,  RW 004,  Linkungan IV,

Kelurahan  Girian  Bawah,  Kecamatan  Girian,

Kota Bitung, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  para  Pemohon  dengan  surat  permohonannya

tertanggal  08  Agustus  2023  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama  Bitung  pada  tanggal  tersebut  dengan  register  perkara  Nomor

71/Pdt.P/2023/PA.Bitg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  telah  melangsungkan

pernikahan pada tanggal 09 Januari 2023 di Kelurahan Wangurer Barat,

Kecamatan Madidir, Kota Bitung menurut syariat Islam dengan Wali nikah

xxxxxxxxxxx  ayah  Kandung  dari   Pemohon  II   (Wali  Nasab)  dan  di

kuasakan  kepada  Bapak  Imam  Masjid  Nurul  Yasin   yang  bernama
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xxxxxxxxxxxxxxxx  dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-

masing Bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa

uang Rp. 20.000. dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda

dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian

nasab,  pertalian  kerabat  semenda  dan  pertalian  sesusuan  serta

memenuhi  syarat  dan  tidak  ada  larangan  untuk  melangsungkan

pernikahan,  baik  menurut  ketentuan  hukum  Islam  maupun  peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan

Pemohon  II  sampai  saat  ini  belum  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama

setempat;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai

sekarang  ini  tidak  pernah  bercerai  dan  pernikahannya  tidak  pernah

dipermasalahkan  oleh  orang-orang  yang  berada  di  lingkungan  tempat

tinggal Para Pemohon;

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini

untuk keperluan mengurus kartu keluarga, dan buku nikah;

7. Bahwa  Para  Pemohon  adalah  keluarga  yang  kurang  mampu

sesuai dengan Surat Keterangan Ekonomi Lemah dari Kelurahan Girian

Bawah  dengan  Nomor  141/SKEL/G.B./VIII/2023  tanggal  08  Agustus

2023;

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas  para  Pemohon

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan  sah  perkawinan  antara  Pemohon  I  (Pemohon  I)

dengan Pemohon II  (Pemohon II)  yang dilaksanakan pada 09 Januari

2023 di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
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3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan

pengumuman Pengadilan Agama Bitung mulai tanggal 08 Agustus 2023 untuk

masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun

sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke

Pengadilan  Agama  Bitung  sehubungan  dengan  permohonan  Itsbat  Nikah

tersebut;

Bahwa pada hari  sidang yang telah ditetapkan,  para Pemohon tidak

hadir  di  persidangan,  meskipun telah dipanggil  secara resmi dan patut,  dan

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

sah menurut hukum;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa para Pemohon telah dipanggil  secara resmi dan

patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  para  Pemohon  tidak  hadir  di

persidangan,  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  dan  tidak

ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

sedangkan  perkara  ini  hanya  disidangkan  dalam  pelayanan  sidang  keliling

dengan satu kali sidang, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut

dianggap sebagai  pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan

perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai

pihak  yang  tidak  bersungguh-sungguh  dalam  mengajukan  perkara,  maka
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Hakim  berpendapat  bahwa  permohonan  para  Pemohon  tersebut  harus

dinyatakan gugur;

Menimbang,  bahwa  dengan  digugurkannya  permohonan  para

Pemohon,  maka  para  Pemohon  dianggap  tidak  pernah  mengajukan

perkaranya,  dengan  demikian  para  Pemohon masih  berhak  mengajukannya

kembali perkara;

Menimbang,  bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan perkara

melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan

Kuasa  Pengguna  Anggaran  Pengadilan  Agama  Bitung  Nomor  W18-

A5/140/HK.05/VIII/2023,  maka  biaya  perkara  ini  dibebankan  kepada  Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bitung;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN: 

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;

2. Membebankan  biaya  perkara  kepada  DIPA Pengadilan  Agama

Bitung tahun 2023 sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu

rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus

2023  Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  12  Shafar  1445  Hijriah  oleh  Andi

Fachrurrazi  Karaeng  Liwang,  S.H.I.,  M.H  sebagai  Hakim  Tunggal  pada

Pengadilan Agama Bitung, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh

Hasna B Nurdin Harun, S.H sebagai Panitera, tanpa hadirnya Para Pemohon.

Panitera, 

ttd.

Hasna B Nurdin Harun, S.H.

Hakim Tunggal,

ttd.

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang,

S.H.I., M.H
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Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp ...,00

-  Proses : Rp 70.000,00

-  Panggilan : Rp 200.000,00

-  PNBP : Rp ,00

-  Redaksi : Rp ,00

-  Meterai : Rp                         ,00  

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bitung

Hasna B Nurdin Harun, S.H
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